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ABSTRACT 
This paper will describe the Education Policy in Indonesia, explain the 

meaning of policy, policy function, direction and characteristics of policies 
implemented in the implementation of regional autonomy. The approach used in 
this presentation is descriptive in nature with reference to the current law, the 
writings of education experts and appropriate theories. This presentation is 
expected to provide a brief overview of Education Policy in Indonesia which can 
then be used as a basis for more in-depth and comprehensive research. 
adjustments and changes with developments occurred in the era of society 5.0. 
Community involvement and increasing the role of schools is a necessity in 
education management so that the quality of graduates is better. School-Based 
Management (SBM) is one of the efforts to increase the role of schools and the 
surrounding community (stakeholders). The implementation of regional autonomy 
requires changes and adjustments so that the education process is more 
democratic, pays attention to diversity, regional and student needs and encourages 
increased community participation. 
 
Keywords : Education Policy, Law No.25/2000, Policy Function, Direction and 

Characteristics of Policy and Educational Challenges, SBM 
Concept and Regional Autonomy. 
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ABSTRAK  
Tulisan ini hendak memaparkan tentang Kebijakan Pendidikan di 

Indonesia, menjelaskan pengertian kebijakan, fungsi kebijakan, arah dan  
karakteristik kebijakan yang di implementasi dalam penerapan otonomi daerah. 
Pendekatan yang digunakan dalam paparan ini bersifat deskriptif dengan mengacu 
pada undang-undang yang berlaku saat ini, tulisan-tulisan para pakar pendidikan 
dan teori-teori yang sesuai. Pemaparan ini diharapkan akan memberikan 
gambaran ringkas mengenai Kebijakan Pendidikan di Indonesia yang selanjutnya 
dapat dijadikan pijakan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif.Tiga 
tantangan besar dalam bidang Pendidikan yaitu mempertahankan hasil 
pembangunan pendidikan yang telah dicapai, mempersiapkan sumber daya 
manusia yang mampu bersaing di pentas global dan penyesuaian serta perubahan 
dengan perkembangan terjadi di era society 5.0.Keterlibatan masyarakat dan 
peningkatan peran sekolah adalah sebuah keniscayaan dalam pengelolaan 
pendidikan sehingga kualitas lulusan lebih baik. Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan peran sekolah dan 
masyarakat sekitar (stakeholder).Berlakunya otonomi daerah menuntut terjadinya 
perubahan dan penyesuaian sehingga proses pendidikan lebih demokratis, 
memperhatikan keberagaman, kebutuhan daerah dan peserta didik serta 
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 
 
Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, UU No.25/2000,Fungsi Kebijakan, Arah 

dan Karakteristik Kebijakan serta Tantangan Pendidikan, Konsep 
MBS dan  Otonomi daerah. 
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PENDAHULUAN  

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang 
pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan 
pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang 
kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan 
diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk 
melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses 
pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan 
kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi 
masyarakat. 

Dalam upaya memaksimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sistem 
pendidikan tersebut, sekarang dikembangkanlah konsep Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat 
sekitar (stakeholder) dalam pengelolaan pendidikan, sehingga penyelenggaraan 
pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan. MBS 
memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai 
seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya pengalihan kewenangan 
pengambilan   keputusan   ke   level   sekolah,   maka   sekolah   diharapkan    
lebih   mandiri   dan   mampu   menentukan   arah   pengembangan   yang   sesuai 
dengan   kondisi  dan   tuntutan   lingkungan   masyarakatnya. Atau dengan kata 
lain, sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Di Era society 5.0 menuntut masyarakat dapat   menyelesaikan   berbagai 
tantangan dan permasalahan sosial yang semakin komplek dan komprehensif 
sehingga   pendidikan   menjadi   pusat   peran   perubahan   bersama   masyarakat  
untuk   mencipatakan    komunitas   pembelajaran   dan   pendorong   
pembelajaran yang   menggunakan   berbagai  sumber   belajar   dalam    platpon 
teknologi   dan   informasi  serta    perkembangan    kurikulum   secara    global 
dengan   memanfaatkan   inovasi   digital . 

Memahami permasalahan  tersebut maka  Kebijakan Pendidikan menjadi 
pijakan dalam memberikan kejelasan dan arah yang harus ditempuh serta 
dilakaksanakan bagi penyelenggara pendidikan, Kebijakan Pendidikan juga 
menjadi payung hukum bagi seluruh penyelenggara pendidikan dalam rangka ikut 
mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. 
 
METODE PENELITIAN 

Paparan artikel ini mengunakan metode kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada tulisan-tulisan para ahli 
pendidikan, mencoba memetakan kebijakan –kebijakan pendidikan yang sudah 
dijalankan dan berupaya untuk memberikan arah baru serta perubahan kebijakan 
yang terjadi sesuai perkembangan yang ada. Target tulisan ini diharapkan menjadi 
sebuah asumsi awal bagi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perubahan 
kebijakan. Subyek yang menjadi sorotan adalah kebijakan pendidikan yang 
selama   ini   berjalan   dengan  memperhatikan    kondisi    aktual    yang    
dinamis,   hal  itu   didapatkan    dengan    menganalisa   tulisan   para   ahli 
pendidikan,   baik  dengan   membaca   buku    dan   jurnal   yang    terkait   
dengan   tulisan   ini.   Buku   dan   Jurnal   tersebut   menjadi   acuan   untuk 
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memaparkan  kebijakan   pendidikan   dengan   cara   memahami   dan   
menganalisa   selanjutnya   diambil   sebagai  pokok   pikiran  untuk 
menjelaskannya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa 
Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan 
dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-
sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha 
mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75). 

Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah 
yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. 

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal 
organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk 
menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan 
utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berprilaku (Dunn, 
1999). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda 
dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan 
interpratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang 
tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa 
menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang 
diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. 

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang 
kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan kebijaksanaan, yang 
maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan 
yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil 
keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) 
Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, 
dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah 
bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga 
memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat 
makro, meso, dan mikro. 

Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan 
bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good 
(1959)   memberikan   pengertian  kebijakan   pendidikan   (educational policy) 
sebagai  suatu   pertimbangan   yang   didasarkan   atas   sistem   nilai   dan 
beberapa  penilaian   atas  faktor-faktor   yang  bersifat   situasional,   
pertimbangan   tersebut   dijadikan   sebagai   dasar   untuk   mengopersikan 
pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan 
perencanaan   yang   dijadikan   sebagai  pedoman  untuk  mengambil   keputusan, 
agar   tujuan   yang  bersifat   melembaga   bisa  tercapai.   Kebijakan   pendidikan 
sangat   erat   hubungannya  dengan   kebijakan   yang   ada   dalam   lingkup 
kebijakan   publik,   misalnya   kebijakan   ekonomi,   politik,   luar   negeri, 
keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia   
tidak   bisa   berdiri   sendiri.   Ketika   ada   perubahan    kebijakan    publik    
maka kebijakan   pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan 
luar negeri,  kebijakan   pendidikan   biasanya   akan   mengikuti    alur    
kebijakan   yang   lebih   luas.   Bahkan   pergantian   menteri   dapat    pula 
mengganti   kebijakan   yang   telah   mapan   pada   jamannya.   Bukan   hal    
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yang  aneh,  ganti   menteri   berganti   kebijakan.   Masih   ingat    dibenak    kita 
ada   pelajaran   PSPB   yang   secara   prinsipil   tidak  jauh   berbeda   dengan   
IPS    sejarah   dan   lucunya   materi   itu   pun   di   pelajari   di   PMP   (sekarang 
PKN/PPKN). 
2. Fungsi Kebijakan 

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi 
organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan 
bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan 
ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-
aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh 
pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan 
eksternal. 

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. 
Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari 
semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran 
sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, 
input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan 
balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. 

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman 
untuk bertindak, (2) pembatas prilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan 
(Pongtuluran, 1995:7). 

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat 
untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan 
merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua 
jenjang organisasi. 
3. Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia 

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan 
untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 

1.   Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 
pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju 
terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan 
anggaran pendidikan secara berarti; 

2.   Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan 
jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik 
mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan 
watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan 
tenaga kependidikan; 

3.   Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan 
kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman 
peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal 
sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan 
secara professional; 

4.   Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah 
sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta 
meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh 
sarana dan prasarana memadai; 
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5.   Melakukan   pembaharuan   dan   pemantapan   sistem   pendidikan   
nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan 
manajemen; 

6.   Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik 
oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem 
pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

7.   Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara 
terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan 
reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat 
berkembang secara optimal disertai dengan hak  dukungan dan lindungan 
sesuai dengan potensinya; 

8.   Meningkatkan  penguasaan,  pengembangan   dan   pemanfaatan   ilmu 
pengetahuan  dan   teknologi,   termasuk   teknologi   bangsa   sendiri 
dalam   dunia   usaha,   terutama   usaha   kecil,    menengah,   dan 
koperasi 

4. Karakteristik Kebijakan Pendidikan 
Guna meningkatkan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang 

khusus, yakni: 
1.  Memiliki tujuan pendidikan. 

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa 
ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk 
memberikan kontribusi pada pendidikan. 

2.   Memenuhi aspek legal-formal. 
Kebijakan  pendidikan   tentunya   akan   diberlakukan,   maka     perlu 
adanya   pemenuhan   atas   pra-syarat   yang   harus dipenuhi agar 
kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah 
wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat 
konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah 
wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah 
tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang 
legitimat. 

3.  Memiliki konsep operasional 
Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, 
tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat 
diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas 
pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan 
kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. 

4.  Dibuat oleh yang berwenang 
Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang 
memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan 
kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.  Para 
administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi 
yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal 
pembuat kebijakan pendidikan. 

5.  Dapat dievaluasi 
 Kebijakan   pendidikan   itu   pun   tentunya   tak   luput   dari   keadaan  

yang   sesungguhnya   untuk   ditindak   lanjuti.   Jika   baik,   maka 
dipertahankan  atau   dikembangkan,   sedangkan  jika   mengandung 
kesalahan,   maka   harus   bisa    diperbaiki.   Sehingga,   kebijakan 
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pendidikan  memiliki   karakter   dapat  memungkinkan   adanya   evaluasi 
secara   mudah  dan  efektif. 

 
6.  Memiliki sistematika 
 Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh 

karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh 
aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki 
efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan 
pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh 
strukturnya   akibat   serangkaian  faktor   yang   hilang   atau   saling 
berbenturan   satu   sama   lainnya.   Hal   ini   harus   diperhatikan   
dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan 
hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan 
pendidikan   harus  bersepadu   dengan   kebijakan   lainnya;   kebijakan 
politik;  kebijakan   moneter;   bahkan   kebijakan  pendidikan di atasnya 
atau disamping dan dibawahnya, serta daya saing produk yang berbasis 
sumber daya lokal. 

5. Kebijakan Otonomi Pendidikan 
Perkataan otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang 

berarti sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan (Abdurrahman, 1987 : 
9). Dalam konteks etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian 
tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai zelfwetgeving atau “pengundangan 
sendiri” (Danuredjo, 1977), “perundangan sendiri” (Koesoemahatmadja, 1979 : 
9), “mengatur atau memerintah sendiri” (Riant Nugroho, 2000 : 46). 
Koesoemahatmadja (1979), lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut 
perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain mengandung arti 
“perundangan”, juga mengandung pengertian “pemerintahan” (bestuur). 

Secara konseptual banyak konsep tentang otonomi yang diberikan oleh 
para pakar dan penulis, diantaranya Syarif Saleh (1963) mengartikan otonomi 
sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari 
pemerintah pusat. Wayong (1979 : 16) mengemukakan bahwa otonomi daerah 
adalah   kebebasan  untuk  memelihara dan memajukan kepentingan khusus 
daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan 
sendiri. 

Dari beberapa konsep dan batasan di atas, otonomi daerah jelas menunjuk 
pada kemandirian daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa atau mengupayakan seminimal 
mungkin adanya campur tangan atau intervensi pihak lain atau pemerintah pusat 
dan   pemerintah   di atasnya.   Dengan   adanya   otonomi    tersebut,   daerah 
bebas   untuk   berimprovisasi,  mengekspresikan   dan   mengapresiasikan 
kemampuan   dan   potensi   yang   dimiliki,   mempunyai    kebebasan     berpikir 
dan   bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan kebebasan yang 
dimilikinya. 

Menurut kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 
1999 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU No. 25 tahun 1999 
mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan 
konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan 
demokrasi. Maka Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah : (1) Manajemen 
peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Management) yang memberi 
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kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu 
secara keseluruhan; (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas 
(community based education) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah 
dengan masyarakat, sekolah sebagai community learning centre; dan (3) Dengan 
menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma yang akan menjadikan 
pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia yang diberdayakan. (4) Pemerintah 
juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System 
(BBE) yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun 
keluarga sejahtera. Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan 
mendapatkan pembekalan life skills yang berisi pemahaman yang luas dan 
mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi 
manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang 
mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang 
mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia 
akhirat. 

Pada awal tahun 2001 digulirkan program MBS (Manajemen Berbasis 
Sekolah). Program ini diyakini akan memberdayakan masyarakat pemerhati 
pendidikan (stakeholders) dalam memberikan perhatian dan kepeduliannya 
terhadap dunia pendidikan, khususnya sekolah. Dalam menerapkan konsep MBS, 
mensyaratkan sekolah membentuk Komite Sekolah yang keanggotaannya bukan 
hanya orangtua siswa yang belajar di sekolah tersebut, namun mengikutsertakan 
pula guru, siswa, tokoh masyarakat dan pemerintahan di sekitar sekolah, dan 
bahkan pengusaha. 

Tujuan program MBS di antaranya menuntut sekolah agar dapat 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan (quality 

insurance) yang disusun secara bersama-sama dengan Komite sekolah. 
Masyarakat dituntut perannya bukan hanya membantu pembiayaan operasional 
pendidikan di sekolah tersebut, melainkan membantu pula mengawasi dan 
mengontrol kualitas pendidikan. Salah satu di antaranya, diharapkan dapat 
menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 
Realisasi   dari   ini, komite menghimpun dana masyarakat, termasuk dari 
orangtua siswa untuk membantu operasional sekolah untuk menggapai kualitas 
pendidikan 

Sebetulnya, sejak program MBS ini digulirkan, peran komite sekolah 
mulai tampak, terutama dalam menghimpun sumber-sumber pendanaan 
pendidikan, baik sebagai dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana 
pendidikan maupun untuk peningkatan kualitas pendidikan. Tentu saja, termasuk 
pula untuk peningkatan kualitas kesejahteraan guru di sekolah itu. Namun, peran 
komite di tingkatan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang sudah mulai 
bagus ini terhapus kembali oleh program berikutnya, yaitu Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Program ini sesungguhnya sangat baik, sebagai salah satu bentuk 
tanggungjawab pemerintah pada pendidikan, sehingga dapat membantu 
kepedulian masyarakat dalam membantu pembiayaan pendidikan. Namun, 
wacana yang dikembangkan adalah “Sekolah Gratis” sehingga mengubur 
kepedulian   masyarakat   terhadap   pendidikan   yang   sudah   mulai   terbangun 
dalam   MBS.   Dari   hal   di   atas,   pada   beberapa   sekolah    yang    
pemahaman   anggota   komite   sekolah   atau   para   pendidik   masih     kurang, 
menganggap   seperti   halnya   BP3,   maka   penetapan    akuntabilitas  
pendidikan   melalui   peran   stakeholders   pendidikan   semakin  menurun. 
Maka, tidak heran jika banyak sekolah yang rusak, lapuk, bahkan ambruk 
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dibiarkan oleh komite sekolah, sambil berharap datang sang penyelamat, yaitu 
pemerintah. 

Dalam hal pengelolaan mikro pendidikan pun masih terdapat beberapa 
masalah. Pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu (sekolah) 
menjadi kewenangan kepala sekolah. Demikian pula, penyelenggaraan 
pendidikan di kelas memang seluruhnya harus menjadi kewenangan guru. 
Berdasarkan kewenangan profesionalnya, guru bertugas merencanakan, 
melaksanakan, dan mengukur hasil pembelajaran. Namun, pada SMTP dan 
SMTA sebagian kewenangan meluluskan hasil belajar siswa masih menjadi 
“proyek pemerintah pusat” dengan alasan sebagai pengendalian mutu lulusan. 
Demikian pula pada tingkat SD di kabupaten/kota, ujian akhir masih menjadi 
kewenangan dinas pendidikan kabupaten/kota, dengan dalih “ikut-ikutan” 
pemerintah pusat mengendalikan mutu pendidikan di daerah. Padahal, ditinjau 
dari hakikat pengajaran dan sejalan dengan desentralisasi pendidikan, evaluasi 
merupakan   bagian   dari tugas pengajaran seorang guru, sehingga kewenangan 
itu jangan “direbut” oleh birokrasi pendidikan. Kenyataan itu menunjukkan 
bahwa impelementasi MBS pada tataran mikro yang masih setengah hati 
diserahkan. 

Sehubungan dengan evaluasi kebijakan pendidikan Era Otonomi masih 
belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam 
metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan. 
Sampai saat ini hasil dari kebijakan tersebut belum tampak, namun berbagai 
improvisasi di daerah telah menunjukkan warna yang lebih baik. Misalnya, 
beberapa langkah program yang telah dijalankan di beberapa daerah, berkaitan 
dengan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berbasis sekolah 
dan peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat diimplementasikan 
sebagai berikut : 

1) Telah   berlakunya   UAS   dan  UAN   sebagai   pengganti  EBTA 
/EBTANAS 

2) Telah dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengganti BP3. 
3) Telah   diterapkan  muatan  lokal  dan  pelajaran   keterampilan  di  

sekolah SLTP 
4) Dihapuskannya sistem Rayonisasi dalam penerimaan murid baru 
5) Pemberian insentif kepada guru-guru negeri 
6) Bantuan   dana operasional   sekolah, serta   bantuan   peralatan  praktik 

sekolah 
7) Bantuan peningkatan SDM sebagai contoh pemberian beasiswa pada guru 

untuk mengikuti program Pascasarjana. 
Kebijakan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah sebagai berikut, 
diantaranya: 

a. Secara general otonomi pendidikan menuju pada upaya meningkatkan 
mutu pendidikan sebagai jawaban atas “kekeliruan” kita selama lebih dari 
20 tahun bergelut dengan persoalan-persoalan kuantitas. 

b. Pada   sisi   otonomi   daerah,   otonomi   pendidikan   mengarah   pada 
menipisnya  kewenangan   pemerintah   pusat   dan    membengkaknya 
kewenangan   daerah   otonom,   atas   bidang    pemerintahan    berlabel   
pendidikan    yang   harus   disertai   dengan     tumbuhnya    
pemberdayaan   dan   partisipasi   masyarakat. 

c. Terdapat potensi tarik menarik antara otonomi pendidikan dalam konteks 
otonomi daerah dalam menempatkan kepentingan ekonomik dan finansial 
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sebagai kekuatan tarik menarik antara pemerintahan daerah otonom dan 
institusi pendidikan. 

d. Kejelasan tempat bagi institusi-institusi pendidikan perlu diformulasikan 
agar otonomi pendidikan dapat berjalan pada relnya. 

e. Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar 
desentralisasi dan prinsip School Based Management pada tingkat 
pedidikan dasar dan menengah; penataan kelembagaan pada level dan 
tempat yang menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi pendidikan. 

f. Sudah selayaknya jika otonomi pendidikan harus bergandengan dengan 
kebijakan akuntabiliti terutama yang berkaitan dengan mekanisme 
pendanaan atau pembiayaan pendidikan. 

g. Pada level pendidikan tinggi, kebijakan otonomi masih tetap berada dalam 
kerangka otonomi keilmuan. 

h. Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan tinggi 
dapat ditempatkan bukan pada kepentingan daerah semata-semata 
melainkan pada kenyataan bahwa pendidikan tinggi adalah aset nasional. 

i. Secara makro, apapun yang terkandung di dalamnya, otonomi pendidikan 
tinggi haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya. (Yoyon, 2000:6) 
Menurut Fransisca Kemmerer dalam Ali Muhdi 2007:149, ada empat 

bentuk desentralisasi pendidikan, yakni: 
a. Dekonsentrasi, yakni pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat yang 

lebih rendah dalam jajaran birokrasi pusat. 
b. Pendelegasian, yaitu pengalihan kewenangan ke badan quasi pemerintah 

atau badan yang dikelola secara publik 
c. Devolusi, yakni pengalihan ke unit pemerintahan daerah 
d. Swastanisasi, berupa pendelegasian kewenangan ke badan usaha swasta 

atau perorangan. 
Dalam kasus Indonesia, sejauh yang telah dilakukan nampaknya cenderung 
mengambil bentuk yang terakhir, swastanisasi. 

Menguatnya aspirasi otonomi dan desentralisasi khususnya di bidang 
pendidikan, tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan 
penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya selama orde baru. Sebagaimana 
diungkapkan Azyumardi Azra bahwa di antara masalah dan kelemahan yang 
sering diangkat dalam konteks ini adalah: 

1) Kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan serba seragam, 
yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realita 
masyarakat Indonesia di berbagai daerah. 

2) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi 
kepada pencapaian target kurikulum, pada gilirannya mengabaikan proses 
pembelajaran   yang   efektif   dan   mampu   menjangkau   seluruh   ranah  
dan   potensi   anak   didik.   Proses  pembelajaran    sangat    berorientasi 
pada   ranah   kognitif   dengan   pendekatan   formalisme   dan   pada   
saat   yang   sama, cenderung mengabaikan ranah afektif dan 
psikomotorik. 

6. Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Grindle (1980) menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu 

proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang 
dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai 
apabila tujuan-tujuan   dan   sasaran-sasaran   yang   semula   bersifat    umum 
telah   dirinci,   program-program   aksi   telah   dirancang  dan sejumlah 
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dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan 
publik apapun. 

Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh 
dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoretik pada tahap 
implementasi ini proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh 
proses implementasi kebijakan, dan program-program kemudian diaktifkan. 
Tetapi dalam praktik, pembedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap 
implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari 
prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya 
perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah 
ditetapkan. Atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan 
ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap 
pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. 
 
KESIMPULAN 

Bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, 
mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah : (1) Manajemen peningkatan 
mutu berbasis sekolah (School Based Management), (2) Pendidikan yang berbasis 
pada partisipasi komunitas (community based education), (3) Dengan 
menggunakan  paradigma  belajar   atau   learning   paradigma, (4)   Pemerintah 
juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System 
(BBE) 

Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan 
dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program 
aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. 

Evaluasi   kebijakan  pendidikan   Era   Otonomi   masih  belum    
terformat   secara  jelas   maka  di   lapangan   masih   timbul bermacam-macam 
metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan. 
Oleh karena itu aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan 
perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap 
pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. 
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